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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya

dapat di tarik kesimpulan sebagai beriku:

1. Pelaksanaan perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah di Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perizinan

Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang

melewati prosedur dari permohonan izin prinsip, lalu permohonan izin

lokasi, izin pengesahan site plan dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan

dan Kawsan Permukiman melakukan pengukuran tanah dengan Badan

Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul untuk mendapatkan surat

keterangan pendaftaran tanah, lalu izin ke Badan Pertanahan Nasional lagi

untuk kepemilikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dan berakhir

perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu. Perizinan yang sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 yaitu izin prinsip, izin lokasi,

pengesahan site plan, izin hak guna bangunan, dan izin mendirikan

bangunan. Adapun proses pelaksanaan perizinan yang belum sesuai

seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55

Tahun 2017 tersebut adalah prosedur mengenai waktu pelaksanaan
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perizinan, selain itu juga mengenai prosedur perizinannya yang proses

perizinan sbelum Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perizinan pembangunan

perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Bantul

berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perizinan

Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah

proses perizinan di Kabupaten Bantul belum memiliki proses Pelayanan

Terpadu Satu Pintu sehingga proses perizinan melalui birokrasi yang

panjang dari dinas satu ke dinas lainnya yang menangaani perizinan

pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hal

tersebut mengakibatkan dalam proses perizinan memerlukan waktu yang

lama dan terkesan berbelit-belit. Penerapan waktu pelaksanaan perizinan

dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 ini belum

bisa di terapkan dengan penuh karena melihat volume pekerjaan yang

begitu banyak dan kekurangan sumber daya manusia menyebabkan

peraturan tersebut secara teknis belum bisa terlaksana dengan baik seperti

yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55

Tahun 2017 tersebut.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai

berikut:

Pemerintah Kabupaten Bantul diharapkan segera untuk memperbaiki

kualitas pelayanannya, apalagi yang berhubungan dengan proses pelayanan

perizinan yang dicitrakan sebagai pelayanan yang berbelit-belit, memiliki

prosedur yang rumit, dan tidak adanya kepastian waktu.Pemerintah daerah

Kabupaten Bantul diharapkan bisa melakukan pelayanan terpadu satu pintu

pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, sehingga sistem

pelayanan terpadu ini merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan

terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrsi dalam satu

tempat. Dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu bisa mempermudah

proses untuk mengurus perizinan perumahan di Kabupaten Bantul.Aparatur

pemerintah daerah memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada

masyarakat, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperpendek

proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah,

transparan, pasti, terjangkau, serta memberikan akses yang lebih luas kepada

masyarakat untuk memperoleh pelayanan.
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